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ABSTRAK

Nama : Moch Taufiq Tantowi
NPM : 2014200168
Judul : Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Masalah Kejahatan

Transnasional Di Perairan Selat Malaka.

Skripsi ini membahas mengenai ASEAN dalam  pengamanan Selat
Malaka. Pembajakan di laut merupakan salah satu bentuk kejahatan
sangat tua. Lebih lanjut, letak dari Selat Malaka yang berbatasan dengan
beberapa negara pantai menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi
negara manakah yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Upaya tunggal yang dilakukan oleh satu negara pantai tidak cukup untuk
memberantas pembajakan dan luasnya lautan membutuhkan kerja sama
dari negara-negara pantai untuk memberantas pembajakan di Selat
Malaka. Pembahasan dimulai dari Posisi Geografis, Geostrategis dan
Geopolitik Selat Malaka, Kejahatan Pembajakan dan Perompakan Kapal
di Selat Malaka, hingga Kerja Sama Pengamanan Selat Malaka di Luar
Kerangka ASEAN dan di Dalam Kerangka ASEAN. Selain itu juga akan
dilihat sejauh mana peranan ASEAN dalam pengamanan kawasan Selat
Malaka yang terkenal rawan bajak laut.

Kata Kunci: ASEAN, Pembajakan Kapal, Selat Malaka
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ABSTRACT

Name : Moch Taufiq Tantowi
NPM : 2014200168
Title : ASEAN Cooperation in Overcoming Transnational Crime in

the Strait of Malacca

This paper discusses ASEAN in securing the Malacca Strait. Piracy in the
sea is a very old form of crime. Furthermore, the location of the Malacca
Strait bordering several coastal countries raises questions about which
country's jurisdiction is authorized to resolve the problem. The single
effort carried out by one coastal country is not enough to eradicate piracy
and the vastness of the ocean requires cooperation from coastal countries
to eradicate piracy in the Malacca Strait. The discussion starts from the
Geographical, Geostrategic and Geopolitical Position of the Malacca
Strait, Piracy and Ship Piracy in the Straits of Malacca, to the
Cooperation to Safeguard the Malacca Strait Outside the ASEAN
Framework and within the ASEAN Framework. In addition, it will also be
seen how far the role of ASEAN in securing the Malacca Strait region,
which is famous for its piracy.

Keyword: ASEAN, Ship Piracy, Strait Malacca
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Selat Malaka yang dikenal sebagai jalur pelayaran perdagangan yang

dilalui oleh kapal asing yang membawa gas, minyak mentah, barang tambang
dan barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini
dibuktikan dengan banyaknya kapal-kapal asing bermuatan barang-barang
melewati selat ini untuk keperluan perdagangan lintas benua maupun kawasan.
Selat Malaka sangat penting bagi kapal-kapal asing karena Selat Malaka
merupakan jalur pelayaran dari India dan Eropa ke Tiongkok ataupun
sebaliknya. Secara geografis Selat Malaka sendiri dibatasi oleh tiga negara yaitu
Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selanjutnya kondisi geografis dari Selat
Malaka tidak dianggap sebagai satu selat internasional melainkan selat yang
mempunyai karakteristik “used for International navigation”.

Selat Malaka bukan selat internasional melainkan selat yang digunakan
untuk pelayaran internasional. Oleh karena itu, keamanan di perairan tersebut
menjadi tanggung jawab negara tepi selat. Mengenai hal ini, Indonesia, Malaysia
dan Singapura telah menegaskan bahwa keselamatan pelayaran di Selat Malaka
adalah tangung jawab Malaysia, Indonesia dan Singapura. :

Banyaknya kapal dagang yang melintasi selat ini menyebabkan Selat
Malaka rawan akan terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan. Tindak kejahatan
yang rawan terjadi di Selat Malaka adalah penyelundupan orang (people
smuggling), perdagangan wanita dan anak-anak (woman and child trafficking),
migrasi ilegal, penyelundupan kayu dan penyelundupan narkoba dan pembajakan

terhadap kapal. Pembajakan (piracy) merupakan salah satu kejahatan yang paling

Menurut Pasal 37 UNCLOS, Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional adalah
perairan yang menghubungkan satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian
lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes,
Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Alumni, 2003), hlm.174.)

? Hasjim Djalal, “Persoalan Selat Malaka dan Singapura”, https://anzdoc.com/persoalan-
selat-malaka-a-a-a-singapura.html, diakses 12 September 2018 Pukul 15.13 WIB
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menghawatirkan di Selat Malaka. Piracy atau pembajakan di laut yang terjadi di
perairan Selat Malaka bukanlah suatu hal yang baru, pembajakan di selat ini telah
terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Pembajakan (piracy) secara umum sudah di
kenal sejak zaman dahulu bahkan kerajaan Romawi menganggap piracy sebagai
musuh bersama umat manusia.” Salah satu pembajakan yang paling serius yang
pernah terjadi di Selat Malaka adalah pembajakan kapal M/V Alondra
Rainbow milik Jepang yang diregistrasi di Panama. Kapal ini diserang oleh
sekelompok orang bersenjata ketika melewati Selat Malaka. Para bajak laut
mengambil muatan barang berupa aluminium ingots seharga lebih dari sepuluh
juta dolar.*

IMO (International Maritime Organization) yang merupakan badan
khusus dari Perserikatan Bangsa Bangsa mencatat lebih dari 5.667 kasus
pembajakan (piracy) terjadi sejak tahun 1984.° Pada tahun 2009 organisasi
internasional yang bermarkas di London tersebut menerima 409 laporan
mengenai pembajakan (piracy) yang menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun
2008 yaitu sekitar 106 kejadian atau 24,6 persen.’

Perairan regional di kawasan Asia Tenggara khususnya di Selat Malaka,
Selat Singapura, dan Laut Tiongkok Selatan mempunyai peran yang sangat
penting karena merupakan Sea Lines of Communication (SLOC) serta Sea Lines
of Trade (SLOT). Bagi sebagian besar negara di kawasan Asia Timur, yang
kebanyakan struktur ekonominya berorientasi ekspor dan impor,
ketergantungan pada keberadaan SLOC/SLOT menjadi semakin mencolok. Hal
tersebut bersamaan dengan tumbuhnya kekuatan industri di Asia Timur seperti

Jepang, Tiongkok’, dan Korea, sehingga kebutuhan minyak dari Timur Tengah

Lucas Bento, “Toward an International Law of Piracy Sui Generis: How the Dual
Nature of Maritime Piracy Law Enables Piracy to Flourish”, Berkeley Journal of
International Law, (UC Berkeley, 2011), hlm. 2.

* Vijay Sakhuja, “The Indian Navy’s Agenda for Maritime Security in the Indian Ocean”,
https://jamestown.org/program/the-indian-navys-agenda-for-maritime-security-in-the-indian-
ocean/ diakses 12 Desember 2017 Pukul 22.51 WIB

> IMO Doc. MSC.4/Circ.164, Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery against Ships,
December 3, 2010, at 2.

® IMO Doc. MSC.4/Circ.152, Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery against Ships—
Annual Report 2009, March 29, 2010, at 2.

’ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet
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dari tahun ke tahun meningkat dengan pesat. Sejalan dengan hal itu, pola
hubungan antar bangsa, cenderung bergeser ke arah semakin menonjolnya
kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan lainnya. Sebagai dampaknya,
timbul tuntutan terwujudnya stabilitas keamanan kawasan laut regional.

Berkenaan dengan pembajakan (piracy), hukum internasional
memandang pembajakan (piracy) sebagai salah satu kejahatan internasional yang
memiliki karateristik erga omnes.® Erga omnes terkait dengan penerapan dari
norma-norma dari hukum internasional, di mana pelanggaran kejahatan terhadap
suatu negara tidak hanya berdampak langsung pada negara yang secara langsung
terkena dampaknya tetapi pelanggaran tersebut berdampak pada masyarakat
internasional. Lebih lanjut, dalam The United Nations Convention on the Law of
the Sea (UNCLOS) sendiri disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk
bekerjasama menekan pembajakan di laut dan negara diberikan suatu hak khusus
untuk menangkap kapal perompak.

Perairan Selat Malaka masuk ke dalam berbagai zona maritim negara-
negara tepi selat, yakni laut teritorial Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dengan
demikian, hal ini memunculkan satu pertanyaan mengenai yurisdiksi negara
manakah yang berlaku terkait kejahatan perompakan yang terjadi di Selat Malaka,

karena selat terbagi menjadi berbagai zona maritim negara-negara tepi selat.

Lebih lanjut, perairan di Selat Malaka terdiri dari laut teritorial negara-
negara tepi selat dan kerap kali dimanfaatkan oleh para pembajak untuk
melancarkan aksi mereka. Tidak jarang para pembajak melakukan aksinya di
perbatasan antara laut teritorial Malaysia dan Indonesia yang mengakibatkan
mereka dapat meloloskan diri dari kejaran aparat keamanan negara tepi selat

tempat mereka melakukan pembajakan. Hal ini terjadi karena, hak pengejaran

Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Melalui keppres itu, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengganti istilah "China" dengan "Tionghoa". Semua
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan istilah orang dari atau komunitas
"Tjina/China/Cina" diubah menjadi orang dan/atau komunitas "Tionghoa". Penyebutan "Republik
Rakyat China" diubah menjadi "Republik Rakyat Tiongkok".

8 Peter Malanczuk, ed, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, ed. 7, (New York:
Routledge, 1997), him. 58.
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seketika berhenti ketika kapal yang dikejar memasuki perairan teritorial negara

lain.’

Terdapat upaya kerjasama multilateral lain yang dilakukan oleh negara
untuk memberantas piracy dan sea armed robbery, contohnya adalah
pembentukan Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy (ReCAAP).
ReCAAP merupakan salah satu upaya multilateral yang dilakukan oleh negara-
negara yang ada di Asia Tenggara untuk menanggulangi atau memberantas
pembajakan yang terjadi di laut di perairan Asia. Pemberantasan bajak laut
menjadi penting karena kegiatan perdagangan ekspor impor negara Asia

bergantung pada pengangkutan melalui jalur laut. 10

ReCAAP bertujuan untuk memberantas piracy dan sea armed robbery
yang terjadi di kawasan laut sekitar benua Asia. Negara-negara pelopor dari
ReCAAP itu sendiri adalah Jepang, Tiongkok, India, Singapura dan sebagian
besar anggota ASEAN. Saat ini telah ada 17 negara yang menandatangani
perjanjian multilateral tersebut.'' Selain itu, di wilayah Asia Tenggara sendiri
negara-negara anggota ASEAN membentuk ASEAN Regional Forum (ARF)

untuk menciptakan stabilitas keamanan di Asia Tenggara.12

Dari data pergerakan kapal di Selat Malaka pada tahun 1999 hingga tahun
2009 ditemukan peningkatan jumlah kapal yang signifikan setiap tahunnya. Jenis
kapal yang melintasi selat ini sepanjang periode tersebut sebanyak 228.506 kapal
kontainer, 162.250 kapal tanker, 78.706 bulk vessel, 76.273 kapal kargo, disusul
sebanyak 38.411 jenis kapal ro-ro, 27.234 kapal penumpang, 11.133 kapal armada
angkatan laut, dan sisanya kapal penangkap ikan. D1 penghujung 2010 kapal yang
melintas telah mencapai 71.359 kapal dari sebanyak 63.636 kapal di tahun 2004
dan hanya 43.965 di tahun 1999. Kesibukan di selat ini diperkirakan akan
meningkat mencapai angka 316.700 ditahun 2024 dan akan mencapai 1.300.000

® Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982

10" About ReCAAP”, http://www.recaap.org/about ReCAAP-ISCa diakses 13 September 2018
Pukul 04.18 WIB

Dy

2 «“About the ASEAN Regional Forum”, http:/aseanregionalforum.asean.org/about.htm, diakses
13 September 2018 Pukul 09.46 WIB

4


http://aseanregionalforum.asean.org/about.htm

pada tahun 2083."

Clark G. Reynolds menyatakan bahwa kondisi keamanan suatu wilayah
tidak dapat dipisahkan dari keadaaan geografisnya, yaitu: “Geography is the
major determining factor in any nation’s ability to utilize the sea commercially
and to defend its politcal and economic integrity from overseas attack”. 14 Dengan
kondisi geografis selat Malaka maka isu keamanan di selat ini memiliki implikasi
terhadap hubungan internasional. Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai
negara pantai dari selat Malaka. Ketiga negara tersebut adalah negara-negara yang
sangat berkepentingan terhadap keamanan dan stabilitas selat ini. Banyak negara
besar yang juga memiliki kepentingan terhadap kawasan ini diantaranya
Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat. Setidaknya ada tiga faktor yang
menjadi kepentingan banyak negara di selat Malaka, yaitu (1) Peperangan dan
proyeksi kekuatan militer melintasi dunia, (2) Kepentingan komersial dan
perdagangan maritim, dan (3) Eksploitasi ekonomi sumber daya laut. Negara
negara besar yang menjadi aktor ekstra regional dan pengguna selat memiliki
kepentingan besar pada dua faktor pertama, sedangkan negara pantai lebih pada
faktor ketiga.

Bagi Tiongkok misalnya, hal ini berkaitan dengan kapasitas selat Malaka
sebagai jalur minyak dimana hampir 60 persen impor minyak Tiongkok dari
Timur Tengah melalui selat Malaka."> Sudah menjadi rahasia umum bahwa
tanker-tanker Tiongkok selalu melintasi selat Malaka dalam perjalanan mereka
membawa minyak dari Timur Tengah. Karena itu dalam perspektif kepentingan
Tiongkok, selat ini harus aman dari segala gangguan yang bisa menghalanginya
untuk mensuplai energi untuk kepentingan Tiongkok.16

Sedangkan bagi Jepang, selat ini memiliki nilai yang sangat penting

berdasarkan fakta bahwa Jepang bergantung pada selat ini dari segi keamanan

" Connie Rahakundini Bakrie, “Maritime Security and Safety di Selat Malaka,” Diakses dari

http://www.unisosdem.org/article detail.php?aid=12180&coid=4&caid=33&gid=3 diakses 13

September 2018 Pukul 13.57 WIB

'* Clark G. Reynolds, “Command of The Sea: The History and Strategy of Maritime Empires,”

Morrow, 1974, h. 32.

' Tan Storey, “China’s Malacca Dilemma,” China Brief 6, Issue 3, 12 April 2006. Diakses dari

l|16ttps://iamestown.org/program/chinas—malacca—dilemma/ 14 September 2018 Pukul 22.08 WIB
Id
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militer dan ekonominya. Sebanyak 90 persen barang barang impor Jepang juga
melewati selat ini. Seperti halnya Tiongkok, kebanyakan barang Jepang itu
berupa minyak yang diimpor dari Timur Tengah. Jepang sebagai negara
industri mempunyai aspirasi geopolitik yang menjangkau wilayah di luar
yurisdiksinya. Aspirasi geopolitik tersebut mayoritas terkait dengan domain
maritim, di mana negara itu harus mampu mengamankan SLOC-nya yang
memanjang dari teluk Persia hingga laut Jepang. Geopolitik Jepang sangat terkait
dengan keamanan energi, sebab pasokan energi Jepang mayoritas mengandalkan
pada sumber-sumber yang berada jauh dari wilayahnya.

Amerika Serikat meskipun bukan negara kawasan Asia Tenggara tetapi
mempunyai pula kepentingan geopolitik di kawasan ini. Kepentingan geopolitik
Amerika Serikat adalah menciptakan perdamaian stabilitas di kawasan ini
sekaligus mengeliminasi sedini mungkin adanya ancaman terhadap dominasinya.
Sebagai pemain utama kawasan, Amerika Serikat tidak akan membiarkan
munculnya kekuatan lain yang akan menyaingi hegemoninya.

Melihat perkembangan di atas, maka kita dapat melihat bahwa keamanan
selat Malaka sebagai wilayah yang sangat strategis secara ekonomi dan politis
menjadi faktor penting tidak hanya bagi pihak-pihak yang menggunakan jalur
tersebut tetapi juga bagi negara-negara pantai serta kawasan sekitarnya. Karena
sifatnya yang lintas negara maka cara penanggulangannya tidak bisa dibebankan
hanya kepada satu negara saja. Diperlukan suatu kerjasama yang komprehensif
dari negara-negara anggota lainnya agar tujuan untuk memelihara dan

meningkatan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan dapat tercapai.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan

pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana perkembangan ASEAN dalam mendorong perlindungan
keamanan kawasan di Selat Malaka?

2. Bagaimana peran dari ASEAN dalam pengamanan Selat Malaka?

6



1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk
memberikan gambaran mengenai ASEAN dalam menjaga keamanan di Selat
Malaka serta menganalisa aspek hukum yang dapat dilakukan untuk
menanggulangi masalah pembajakan yang terjadi di Selat Malaka. Kemudian
untuk mengetahui yurisdiksi dan upaya yang dimiliki oleh negara-negara pantai

dalam memberantas pembajakan yang terjadi di Selat Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan
dan peran dari ASEAN dalam mendorong perlindungan keamanan kawasan Asia

Tenggara.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dimaksud
dengan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah
teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-
undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian bersifat yuridis
normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan
bahan hukum sekunder sebagai bahan utama. Dalam penelitian ini menggunakan
konsep hukum positif di dalam sistem perundangan-undangan nasional. Dalam
penulisan ini akan dilengkapi dengan data konkrit yang diperoleh guna menambah

. . . s 17
informasi dalam penulisan ini.

Dilengkapi sumber dan Data yang digunakan dalam penelitian ini
bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer,

sekunder, tersier.
1. Sumber Hukum Primer yaitu berupa:

1. Perjanjian-perjanjian internasional mengenai pembentukan

Komunitas ASEAN dan Komunitas Keamanan ASEAN yang

"7 Ronny, 1983 “Metodologi Penelitian Hukum Jakarta; Ghalia Indonesia, (Hal 72)
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disepakati oleh negara-negara anggotanya, yaitu ASEAN
Charter, dan ASEAN Political-Security Community Blueprint.

2. Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nations
Convention on the Law of the Sea 1982).

3. Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia =~ mengenai
pelaksanaan sebuah perjanjian internasional, dalam hal ini
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional.

4. ReCAAP (Regional Cooperation Agreement on Combating
Piracy and Armed robbery against Ships in Asia).

2. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku
tentang hukum Internasional serta hukum laut, jurnal hukum,
internet, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.

3. Sumber hukum tersier, yaitu bahan—bahan yang berupa kamus
hukum dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang hukum

primer dan sekunder diatas.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai
susunan penulisan itu sendiri secara teratur dan terperinci, sehingga didapat
pemahaman secara menyeluruh dan jelas dari penulisan yang dilakukan. Untuk
lebih mempermudah pemahaman tersebut, maka penulisan ini akan dibagi ke
dalam lima bab, dimana masing-masing bab saling melengkapi satu sama lain dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok
permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konsepsional, metode penulisan dan

sistematika penulisan.

Bab kedua adalah menjelaskan mengenai tinjauan mengenai Posisi

Geografis, Geostrategis dan Geopolitik Selat Malaka. Selain itu akan dijelaskan



pula mengenai perkembangan dari Posisi Geografis, Geostrategis dan Geopolitik

Selat Malaka.

Bab ketiga ini akan fokus menganalisis kejahatan pembajakan kapal di
Selat Malaka. Selanjutnya pada bagian ini akan membahas kasus-kasus mengenai

pembajakan yang terjadi di Selat Malaka.

Bab keempat membahas permasalahan yang ada di jalur pelayaran
internasional yaitu Selat Malaka dan bagaimana negara-negara ASEAN
mengusahakan pengamanan kawasan ini dengan membentuk berbagai kerja sama,

baik kerja sama bilateral, maupun kerja sama regional di wilayah Asia.

Bab kelima Bab ini akan menyimpulkan penulisan dan menjawab hal-hal
yang menjadi pokok permasalahan yang diuraikan dalam bab pertama. Selain itu
bab ini juga akan menyampaikan saran penulis terkait dengan topik penulisan

skripsi ini.



	Blank Page



